" BAB V

PENUTUTP

Sebagai bagian akhir daril tulisan ini, akan dikemukakan be-

berapa butir kesimpulan yang beraksentuasil pada aspek hukum dalam 

perencanaan Kkota di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung. Dan

sebagi pengunci pada bab ini, beberapa rekomendasi melengkapi

rangkaian telaahan dari bab-bab terdahulu.

A. Kesimpulan

1.

Bahwa perencanaan kota pada hakikatnya dimaksudkan sebagai

- suabu usaha untuk menciptakan lingdkungan hidup buatan yang

sehat, layak, manusiawj, indah dan nyaman secara optimal,‘
serta menampung dinamika kehidupan masyarakat wardanya. Dengan
demikian segala kedilatan diberiken tempat menurut kebutuhan
dan fungsi nasing-masing yvang berpangkal tolak ﬁada kehidupan
dan' kebutuhan hidup suatu kota, untuk kemudian diterjemahkan
dalam ruang menjadi penataan ruang kota. ‘
Dapatlah dibayangkan bahwa andaikata sebuah kota tidak direnca-
nakan  sama sekali, biasanya dijumpal keadaan yang semerawub,
tumbuh tak terkendali dan nyaris méngerikan. Dijumpal pula
berbagai aktivitas vang bernacam-macam dan campur aduk,
seperti berbaurnya aktivitas pabrik dan inaustri, perumahan,

perkgntbran, rumah.sakit, sekolah, tempat hiburan & rekreasi,

+tempat peribadatan, dan sebagainya bercampur satu sama lain

tanpa adanya pengaturan dan penataan yang sesuail dengan peruh—
tukan dan penggunsaannya. Disamping itu pula berbagail kekacauan
dan ketidaktertiban yang menimbulkan akibat kerawanan sosial,
menurunnya mutu lingkungan, kriminalitas, kemacetan lalu lin-

tas, kepadatan penduduk yang tak terkendali, pemukiman kumuh,
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dan sebagdainya.. Kesemuanya ini sudah pasti berdampak pada
kehidupan sosial ekonomi, politik[ dan hankan. -

Jalan terbaik--bahkan satu-satunya Jjalan—--untuk mengatasi
masalah-masalah tadi (butir 2) adalah dengan melalui perenca-
naan kota. Hanya rencana kota yang memenuhi syarat hukumlah
yang dépat melindungi hak-hak warga masyarakat dan memberi
kgéastian hukum, baik bagi wargde masyarakat maupun bagi apara-
tur pemerintah (administrasi negara) yang.bertugas. melgksana—
kan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya
saﬁpai pada penetapannya memenuhi’kebutuhan hukum yang berla-
ku. Apabila sﬁatu rencana kota telah diberi bhentuk dan status
hukum (dalam hal ini peraturan daerah yang kemudian mendapat
pengesahaﬁ dari- Menteri Dalam Negeri), maka rencana kota itu
terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang memuat program
kota. Artinya segala tindakan yang didasarkan pada rencana itu
akan mempunyal akibat hukuu. Dengan adanya rencana kota
tadi--yang menjadi landasan berpijak bagi pembangdunan kota,
terutama pembangunan fisik kota—— semua gerak lebih terarah,
teratur, terkendali, terawasi serta serasi antara berbagai
sektor kehidupan mas&arakat menujﬁ terciptanya‘ kesejahteraan
umum.

Berdasarkan Penjelaéaﬁ UU No. 5/1874, Pasal 3-7 ©SV0O 1948,
Angka VII butir 25.ii Inpres No: 1/1978, dan Permendagri No.2/
1987 bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II-lah yang berwewenand,
bertugaé, dan bertanggung Jjawab sepenuhnya dalam pembﬁatan
reﬁcana kota. Pemerintah Daérah selain memiliki wewenﬁng
atribusi Jjuga mendapat delegasi wewenang dari Pemerintah Pusat
dan Pemerinpah atasnya dalam bidang perencanaan Lkota. Dalam
kaitan ini pula behwa bidang perencanaan kota tidak hanya
menyangkut urusan otonomi Daerah yang bersangkutan, Jjuga me-

lingkupi urusan pemerintahan umum.
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Bahwa KebilJjaksanaan untuk mempengaruhi pola pembahgunan kota
Bandung dilaksanakan melalul suatu proses birckrasi yakni, se-
jak dari penyusunan hingga pelaksanaan rencana kota senantiasa
melibatkan berbagai instansi yang terkait (Bappeda, Dinas Tata
Kota, Dinas Pengawas Bangunan, Dinas PU dari unsur Daerah;
BEN, Kanwil PU, Kantor Perumahan, Kantor KLH, dan sebagainya.
dari aparat dekonsentarsi). Hal ini seringkali menimbulkan
kelemahan yang mencolok yakni kurangnya koordinasi. Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan, aspek koordinaéi di antara
unsur/unit yang terkait acapkali menjadi kendala dan hambatan
dalam mewujudkan suatu perencanaan. Disamping itu, kurangnya
personalia yang terampil dan memiliki wawasan teoritis maupun
praktis tentang pembangunan kota. Sehingga sering terjadi pula
bahwa suatu rencana penataan kota hanya didasarkan pada obsesi
membangun dari pengelola kota, kendati tidak sesuai ‘dendan
RUTRK atau bahkan RDTRK. Hal ini berlangsung hanya demi kepen-
tingan ekonomi (untuk PAD) dan’ juga untuk memberi “"mekan” pada
sekompok kecil masyarakat. Kesemuanya ini memang diskui oleh
Walikota Bandung sendiri dalam berbagai kesempatan. Hal-hal
inilah sebenarnya yang aken mehimbulkan rasa tidak adil dan
lemahnya képastian hukum. |
Adapun mengenai peraturan perundang-undangan bidaﬁg perenca-
naan koba itu sendiri memang masih belum memadai atau masih
banyak kelemahan. Hal ini disebabken oleh :’

a, Masih ' banyak terjadi pelanggaran/penyimpéngan atau tidak
"diikubtinya 'asas—asas hukurn dan/atau perundang-undaﬁgan.
'Misalnya masalah pencabutan peraturan (SKB Menteri mencabut
Peraturan Menteri); isi/materi suatu peraturan bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (Permenda-

gri No. 15/1975 bertentangan dengan UU No. 20/1969; .SK

Walikota "bertabrakan” dengan SK Gubernur dan sebagainya);
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SVO 1948 dan SVV. 1949 yang merupakan produk neo—kolonlal
sudah tldak sesual lagi dengan perkembangan situasi dan
kondisi zaman, baik dari segi materi muatannya maupun dari
segi sosio-psikologis. |
Pengaturan selama ini masih bersifat sektoral, misalnya
vang diatur oleh Permendagri No. 2/1987 nampak bahwa seo-
1ah*olah perencanaan kKota ini hanya berada pada lingkup
adminstrasi pemerintahan saja. Juga SK. Menteri PU pun
nampaknya hanya mengatur soal-soal teknis semata. Kemudian
SKB. Menetri PU dan Mendagri pun seolah-olah hendak memilih
dan memilah tugas dan tanggung Jjawab perencanaan kota
sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing, sehingga
berjalannya pun masing-masing pula. Padahal masalah peren-
canaan kota itu menyangKut berbagai sektor yang terkait,
antara lain administrasi pemerintahan, pekerjaan umum,
-perumahan, pertanahan, lingkungen hidup, sosial- budaya,
ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Hal ini menuntut suatu
pengaturan yané dapat mengakomodasikan berbagai keperldan
‘dan kepentingan. Namun tentunya harus tetap dijaga masalah
ﬁehgorganiSasiahnya, manajéménnyé, juga yvang penting men-
cerminkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi vang
mutlak harus ada.

Kendati peraturan itu memang ada dan "dienggap” sementara
ini memadai, namun yang terjadi adalah perbedaan atau
bahkan kesalashan menafsirkan suatu ketentuan. Terkadang
'“ditafsirkan atau diterjemahkan ke dalam berbagai tugas dan
tanggung Jawab aparat, disesuiskan dengan selera masing-
| masing apérat tadi. Sehingda yang terjadi adalah “hukum/
peraturan ke Selatan sedangkan peleksanaan ke Timur”.

Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dikehendéki' cleh

undang-undang. Sehingga dirasakan sulit baik oleh pemerin-
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tah sendiri maupun masyarakat untuk melakukan sesuatu
rerbuatan hukum tertentu. Bagi Pemerintah/administrasi
nedara kondisi seperti ini dimungkinkan untuk melakukan
tindaekan atau perbuatan tertentﬁ, karena memang memiliki
asas kebebasan bertindak (freies ermessen). Namun sudah
barang tentu dengan dianutnya asas ini, tidak berarti boleh
bertindak semena-mena tanpa batas (ultra vires). Apabila
" suatu tindakan hendak disandarkan pada sas ini, hendaknyva
harus dapat dipertanggungjawabkan_baik secara hukum maupun
moral. | _ '
Kebi jkasanaan tersurat/eksplisit tata ruang adalsh kebijaksa-
naan yang secara tedas ditujukan untuk mengatur tata ruang
suatu kota.'Sedangkan kebi jaksanaan tersirat/implisit adalah
kebi jaksanaan ‘atau rencana yang sama sekali tidak ditujukan
untuk mempengaruhi (iﬁtervensi) pada tata ruang, namun dalam
kenyataannya dampaknyas cukup luas. Satu contoh misalnya kebi-
Jjaksanan deregulasi ekonomi yang sama sekali tidak ditujukan
untuk maksud-meksud penataan ruang, namun karena orientasinya
pada dbrongan pertumbuhan (growth) dan peningkatan efisiensi
kegiatan ekoﬁomi, maka dampaknyva ﬁada pembﬁngunan'kota- éangat
besar. "Apalagi Jjika suatu kota harus mendejar investasi di
daerahnya gduna mengembangkan lapangan kerja, pertumbuhan
ekonomi dan perdagangan, maka dendan serta merta Pemerintah
Daerah membuka atau menambah dan mengganti lahan dan lokasi
untuk berbagai kegiatan tersebut. Ini berarti, bahwa kebi jak-
sanaan deregulasi mempunyai dampak yang besar pada tata ruang,
.khusﬁnya dalam sistem perencanaan kota.
Bahwa dalam aspek perencanaan kota itu terkait pula tiga .misi
yang harus dicapal secara simultan‘atau bersamaan waktu, yaitu
terciptanya perlindungan‘hak—hak pribadi/individul (individual
right); menJjaga kepentingan umum (public ipnterest) dan mendo-
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rong peran serta masyarakat (public parficiggzionl. Inplemen—

tasi dari ketiga misi tersebut dapat menguji sejauh mana
pemenuhan tugas—-tugas umum pemerintahan dan pelayanan pada
masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Selain itu
pula, adalah suatu hal yang mustahil, ' bahwa pembangunan
(pefencanaan dan penataan) kota akan berhasil dengdan sempurna,
apabila‘ tidék ada partisipasi masyarakat. Sebaliknya, dengan
pﬁrtisipaéi masyarkat secara maksimal, maka wujud kota berhi-

ber, bmw, idaman, dan sejenisnya dapat dinikmati.

Rekomendasi

Aspek pertanahan, terutama yang menyangkut penguasaan dan hak

atas - tanah adalah sangat frawan" dan “cruycial” di dalam pem-

bangurian (perencanaan dan penataan) kota. Masalah pertanahan
ini dapat sewaktu-waktu menimbulkan kerusuhan sosial-budaya.

Untuk itulah di Kota Bandung ini sudah saatnya pembenahan da-

lam bidang pertanahan inil secara mendasar dan menyluruh. Usa-

ha itu melputi

a. Melalui  pembentukan peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan tata guna tanah yang berisi antara lain
renentuan status lahan yang saling menunjang dengan peren-
canaa, peruntukan dan, pengdunaannya. Sehingga semua lahan
tidak harus multiguna, namun disesuaikan dengén daya dukung
struktur, dan tingkat kesuburan tanah yang bersangkutan.

b. Keterpaduan penatéan lahan, sehingga berakibat pada : efi-
siensi dana pembangunan karena tidak terjadi konfli an-
tarkebijaksanaan dari berbagai instansi; terjaminnya kepas-
tian wusaha bagi investor; terlindungi hek-hak sipemilik
lahan'dan optimalisasi lahan demi kepentingan umum, |

Di dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat . luas

dalam konteks penataan ruang dan 1lahan, maka keterbukaan
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informasi rencana kota sangat diperlukan, tidak hanya untuk
dapat lebih mengarahkan perencansan yang ada agar lebih menam-
pung aspirasi dan mengakomodasi kepentingan—kepentingan masya-
rakat luas; akan tetapi juga penyebarluasan informasi ini akan
ﬁengurangi spekulasi dan manipulasi harga tanah dan fungsi
ruang oleh pihak-pihak tertentu. Selama ini dengan tidak
dibukanya informasi rencana kota kepada masyarakat luas, malah
mehyuburkan tindakan spekulsi dan manipulasi tanah vang dilak-
ukan oleh cknum-oknum yang mengdetahui informasi tersebut.
Menjadikan masyarakat 1lebih +tahu akan rencana kota harus
dipandang sebagai bagian terpadu dari uapaya peningkatan tang-
gung Jjawab penataan ruang dan lahan dari masyarakat. Sehingga
pola kerja sama antara pemerintah ~ swasta - masyarakat “akan
 terbina dan terpelihara dengan baik. Pola kerja sama inilah
yang séyogianya dikembangkan dalam perencanaan kota.

Bahwa peraturan perundang-undangan bidang‘ perencanaan kota,
sementara ini masih diatur oleh perundang-undangan produk neo-
kolonial Belanda dan perundang-undangan yang dibuat oleh
intern departemen-departemen. Sementara itu pertumbuhan dan
perkembangan kota, baik manusia renghuninya ﬁaupun 1ingkungan
fisik melaju dengan cepat. Peraturan rerundang-undangan yang
disebut tadi sudah tidak memadai lagi. Padahal fungsi ganda
dari perda tentang rencana kota (fungsi pendayom dan fungsi
perekayasa masyarakat) itu adalah sangat dominan. Kekurangan
dan bahkan ketiadaan peraturan ini seringkali dijadikan dalih
untﬁk bertindak Sesuatu, kendati merugikan banyak pihak. Oleh
karena itu perlu segera dirancang sejak dini peraturan peme-
rintah {(undangd-undang ?) tentang perencanaan kota, bersamaan
dengdan pembahasan RUU Tata Ruang. Materi muatan Yang perlu
diatur itu adalah antara lain menyangkut kejelasan dan ketega-

san sanksi, baik sanksi bagi Pemerintah Daerah yang tidak
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kunjung selesail meﬁbuat rencana kota (RUTRK, RDTK, RTEK),
maupun bagi pelanggar rencana kota (pemerintah atau masyara-
kat) vang =sudah di-perdakan. Selain itu perlu ditegaskan
tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kota. Selama
ini seolah-olah hanya sekadar basa-basi (formalitas) belaka.
Pembahasan mengenai peraturan daerah tentang rencana kota
harus 1lebih transparan, dapat diketahui secara langsung dan
proporsional oleh masyarakat dari sejak penyusunan, penetapan
- atau pengesahan, pelaksanaan rencana hingga monitoring. Dan
secara teknis prosedural masyarakat dapat memberikan masukan-
masukannya.

Wilayah Kabupaten Bandung melingkari wilayah Kotamadya Ban-
dung. Dalam penataan fuang, acapkali melintasi lingkup wilayah
administratif masing-masing. Oleh karena itu §udah saatnya
dirintis untuk melakukan kerjasama dalam bidang penataan ruang
di sekitar wilayah yang berbatasan. Peraturan Daerah Bersama
sangat dibutuhkan dalam situasi dan kondisi wilayah yand
berdampingan dan perpindahan penduduk sehari-hari sedemikian
kerapnya. Sebab bagi Kotamadya Bandung, dengdan perluasan wila-
yah (melalui FP No.'16/1987} itu mefupakaﬁ carsda peﬁeéahan
sementara terhadap masalah kepadatan penduduk dan kekurangan
ruang. Yang pokok adalah pemecahan dengan cara pendistribusian
dan pemencaran pembangunan di pinggiran Kotamadya Bandung. Ji-
ka tidak, maka askan tetap terjadi gaya sentripetél (mendekati
titik tengah) dalam berbagai aktivitas.

Adalah sesuatu yang mubadzir (tidak banyak faedahnya) eapabila
peraturan perundang-undangan yang dibuat sesempurna mungkin,
tidak diimbangil dendan manusia pelaksesnanya yang tanpa hasrat
politik (political will) dan tanpa elan untuk membangun kota
secara tertib dan teratur, Jadi yang terpenting adalah manusia

vang menegakan Peraturan itu yang harus sadar akan tanggung
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Jawabnya sebagai pengelola dan penghuni kota. Oleh karena itu,
tuntunan apresiasi warga terhadap kotanya sangat diperlukan.
Keteladanan dari aparat sangat dituntut. Penyuluhan hukum dan
renyebaran informasi tentang kota senantiasa digalakkan,
Fungsi dan peran pendidik, ulama, tokoh masyarakat, aktivis
pemuda, Ibu-ibu PKK, pengurus RT dan RW seyodianya direkayasa
sebagi ujung tombak yang mampu menyadarkan masyarakat tentang

hidup sehat, bersih, tertib, dan teratur sebagai warga kota.
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